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Pijat merupakan salah satu bentuk metode pengobatan yang umum 
dijumpai. Di Indonesia banyak yang telah mengenal pijat sebagai pengobatan 
alternatif bahkan mengembangkan pijat sebagai usaha yang dapat menghasilkan 
untung. Di Kota Bandar Lampung banyak ditemukan usaha yang bergerak dalam 
bidang jasa pijat. Contohnya Zaiso Reflexology, Zaiso Reflexology merupakan 
salah satu tempat pijat refleksi syariah yang ada di Kota Bandar Lampung yang 
memiliki pelayanan yang sesuai dengan prinsif syariah. Dalam penelitian ini di 
latar belakangi oleh penetapan upah tambahan waktu yang dilakukan oleh Zaiso 
Reflexology. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik 
penetapan upah atas tambahan waktu dalam pijat seluruh badan di Zaiso 
Reflexology dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penetapan 
upah atas tambahan waktu dalam pijat seluruh badan di Zaiso Reflexology. Oleh 
karna itu tujuan penelitian adalah untuk mempelajari praktik penetapan upah atas 
tambahan waktu dalam pijat refleksi dan untuk mengkaji pandangan hukum Islam 
terhadap praktik penetapan upah atas tambahan waktu dalam pijat seluruh badan 
di Zaiso Reflexology. 
Metode Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  lapangan  (field  research)  
yang bersifat deskriptif analisis dengan memakai metode berfikir deduktif. Data 
primer dalam penelitian ini didapat langsung dari hasil wawancara dengan 
para pihak yang bersangkutan yaitu pihak pemilik dan karyawan Zaiso 
Reflexology  serta para konsumen di Zaiso Reflexology, sedangkan data sekunder  
diperoleh dari kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui 
pemeriksaan data dan sistematika data. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penetapan upah 
pijat seluruh badan di Zaiso Reflexology sudah sesuai dengan daftar harga 
walaupun dalam praktiknya biaya tambahan waktu pijat refleksi banyak 
konsumen yang kurang merasakan manfaatnya tetapi ada kerelaan antara 
konsumen dengan terafis sesuai dengan prinsip muamalah selagi adanya 
kerihdaan semua pihak diperbolehkan. Penulis menilai bahwa jika dikaitkan 
dengan konsep muamalah praktik penetapan upah tambahan waktu di panti pijat 
Zaiso Reflexology sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah dijelaskan 
dalam hukum Islam setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri atupun 
orang lain dan lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai 
















Menyatakan bahwa skripsi yang be{udul "Tinjauan Hukum Islam tentang
penetapan upah atas tambahan wattu dalam pijat seluruh badan (Studi di Pijat
Syariah Zaiso Reflexologt Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung)" adalah benar-
benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran
dari karya orarg lain kecuali pada bagran yang telah dirujuk dan disebut dalam
footnote atalu dafrar pustaka. Apabila di lain wakfu terbukti adanya penyimpangan
dalam karya ini, maka tangggung jawab sepenuhnya ada,pada peilyusim.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.
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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Wawancara dengan Pemilik dan Terafis Panti Pijat Syariah Zaiso 
Reflexology 
1. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk mendirikan perusahaan? 
2. Bagaimana proses pertama kali berdirinya perusahaan ini? 
3. Dimana lokasi perusahaan dan mengapa memilih lokasi  tersebut? 
4. Kapan perusahaan ini mulai berdiri dan mulai berjalan? 
5. Siapa pemilik perusahaan ini? 
6. Ada berapa karyawan yang bekeja di perusahaan ini? 
7. Bagaimana proses yang dilakukan dalam pelaksaan pijat? 
8. Bagaimana pembayaran konsumen dengan perusahaan? 
9. Bagaimana upah yang diberikan perusahaan kepada trafis? 
10. Berapa konsumen dalam 1 hari? 
11. Apakah  pernah  ada  masalah  dengan konsumen selamat praktik pijat 
berjalan? 
B. Wawancara dengan Konsumen Panti Pijat Syariah Zaiso Reflexology 
1. Bagaiman pendapat Bapak dengan biaya tambahan waktu dalam pijat 
seluruh badan di Zaiso Reflexology ? 
2. Bagaiman pendapat Ibu dengan biaya tambahan waktu dalam pijat 
seluruh badan di Zaiso Reflexology ? 
  
DATA HASIL WAWANCARA 
Informan  Data hasil wawancara 
Bapak Yulizar 
Pemilik Panti pijat Zaiso 
Reflexology 
Jadi begini saya inikan dulu penggemar refleksi 
pada waktu itu saya dengan istri sedang asik 
melakukan refleksi di suatu panti pijat yang ada di 
Bandar Lampung dan sekarang sudah tutup, 
kemudian terpikirlah saya dan bertanya-tanya 
dengan terafis, bagaimana ya suapaya saya bisa 
punya usaha refleksi juga tapi padangan 
masyarakat tidak negative, terafis memberikan 
saran sekaligus refrensi kapada saya, di Bandung 
ada panti pijat syariah yang dalam praktiknya 
sesuai dengan syariat sambung terafis, mungkin 
Bapak bisa buka panti pijat syariah saja suapaya 
padangan masyarakat tentang pijat yang selalu 
negative dapat berkurang. Dari sinilah saya 
termotivasi untuk membuka panti pijat syraiah. 
Bapak Dimas 
Penanggung jawab Panti 
pijat Zaiso Reflexology 
Awal mula berdirinya panti pijat ini sangat sepi 
pengunjung meskipun di daerah ini menjadi 
pangsa pasar yang tinggi dalam praktik pijat, kami 
tetap optimis nantinya panti pijat ini akan banyak 
konsumen, seiring berjalannya waktu dengan 
melakukan promosi- promosi memasang iklan di 
koran dan kerjasama dengan perbankan akhirnya 
pengujung panti pijat syariah meningkat. 
Bapak Yulizar 
Pemilik Panti pijat Zaiso 
Reflexology 
Panti pijat ini berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo 
No.87 D, Gn. Sulah Way Halim Kota Bandar 
Lampung, alasan saya memilih lokasi ini karna 
pada saat itu saya memiliki ruko yang tidak di 
pakai terpikirlah saya untuk membuka panti pijat 
syariah selain daripada itu di daerah ini juga 
menjadi pangsa pasar yang tinggi dalam praktik 
pijat 
Bapak Yulizar 
Pemilik Panti pijat Zaiso 
Reflexology 
Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 4 September 
2015 
Mba Elin 
Terafis Panti Pijat Syariah 
Zaiso Reflexology 
Bapak Yulizar dan ibu dewi salaku pemilik  
perusahaan sekaligus ide dari brdirinya 
perusahaan ini.  
Ujang 
Terafis Panti Pijat Syariah 
Zaiso Reflexology  
Di Zaiso Reflexology Ada  6 orang terafis yang 
memiliki pengalaman di bidang terafis. 
Diantaranya 3 perempuan dan 3 laki-laki, 
karyawan tersebut bernama Elin, Desti, Hani, 
Dimas, Dani, dan Ujang, 
Desti dan Hani Praktik pijat ini dalam pelaksanaannya tidak jauh 
berbeda dengan panti pijat pada umumnya, hanya 
Terafis Panti Pijat Syariah 
Zaiso Reflexology 
saja yang membedakan pelayanannya yang 
berbasis syariah dengan konsep mahrom yang 
dipijat yaitu perempuan dipijat trafis perempuan, 
dan laki-laki dipijat trafis laki-laki pula, selain itu 
kamar untuk perempuan  khusus perempuan 
begitupun sebaliknya.  
Bapak Yuliza 
Pemilik Panti pijat Zaiso 
Reflexology 
Biaya yang dikeluarkan konsumen untuk 
perusahaan sesuai harga yang sudah ditetapkan 
dan disepakati ketika di awal akad 
Bapak Yuliza 
Pemilik Panti pijat Zaiso 
Reflexology 
Upah yang dikeluarkan perusahaan untuk 
karyawan yaitu 30 % dari pendapatan dan 70 % 
nya sebagai keperluan perusahaan. 
Bapak Dimas 
Penanggung jawab Panti 
pijat Zaiso Reflexology 
Dalam sehari perusahaan melayani 10 sampai 30 
konsumen namun akhir-akhir ini mengalami 
penurunan karna pandemi 
Bapak Yuliza 
Pemilik Panti pijat Zaiso 
Reflexology 
Tentu saja dalam usaha jasa terdapat komplen dari 
konsumen namun kami pihak perusahaan 
menjadikan kritik dan keluhan konsumen sebagai 
motivasi untuk melakukan pelayanan yang lebih 
maksimal seperti pas tamu dateng penuh, pijetnya 
kurang kuat, ada yg rewel, ada yang kayak boss, 
ada yang janji tapi ga on time, padehal bagi saya 
setengah jam sangat berharga karna berhubungan 
dengan konsumen selanjutnya 
Bapak Agung Konsumen  Saya tidak setuju, baiknya sebelum proses pijat 
dilaksanakan, trafis menjelaskan dengan detail 
mengapa harga tambahan waktu 30 menit Rp. 
40.000,- dan apa saja manfaat yang di dapat  oleh 
konsumen 
Ibu Mutiara Konsumen Tidak mengapa mungkin karna fasilitas yang di 
nikmati konsumen sangat layak dan nyaman 
sehingga biaya dilebihkan 
Ibu Septia Konsumen Saya tidak setuju karna biaya tersebut cukup besar 
dari harga normal per 30 menit dan sangat 
merugikan sebagian konsumen 
Bapak Syarif Konsumen Saya tidak setuju karna tidak semua konsumen 
mengetahui fasilitas yang didapat konsumen 
dalam tambahan waktu tersebut 
Bapak Guntur Konsumen  Saya merasa tidak setuju karna harga yang 
ditentukan tidak sesuai dengan harga pasar yang 
berlaku di tempat pijat refleksi yang lain 
Ibu Maryam Konsumen Tambahan waktu tersebut tidak mengapa saya 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu 
penulis akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul 
penelitian, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda oleh pembaca. 
Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: Tinjauan Hukum Islam 
tentang penetapan upah atas tambahan waktu dalam pijat seluruh badan 
(Studi di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip Sumoharjo Kota Bandar 
Lampung) untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul 
sebagai berikut: 
Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama Islam.
1
 yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam 
wahyu (Al- Qur‟an) dan sunnah (Al-Hadits), sedangkan permasalahan yang 
belum jelas didalam al-Qur‟an perlu penafsiran melalui ijma‟ ulama untuk 
menentukan hukum baru (fikih), Secara umum sering juga disebut syari‟ah 
atau syara.2 
Penetapan Upah berarti proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, 
pengangkatan, pelaksanaan, (hukum) tindakan sepihak menentukan kaidah 
hukum kongkrit yang berlaku khusus.3 Sedangkan upah ialah imbalan 
                                                     
1
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), 42 
2
 Siti Mahmudah, Historisitas Syari‟ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil „Abd al-Karim) 
(Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016),197.   
3
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 





sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang 
telah disepakati.4 
Pijat adalah metode penyembuhan atau terapi kesehatan dengan cara 
memberikan tekanan kepada bagian tubuh baik secara terstruktur tidak 
terstruktur, menetap atau berpindah tempat tekanan, gerakan atau getaran, 
baik dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat mekanis. menekan 
dengan jari, memencet. Memijat bagian tubuh bertujuan untuk melemaskan 
otot, sehingga peredaran darah menjadi lancar.5 
Berdasarkan pengertian beberapa istilah tersebut di atas dapat di pahami, 
bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah tinjauan tentang penetapan upah  
atas tambahan waktu dalam pijat seluruh badan berdasarkan hukum Islam 
yang terjadi di panti pijat Syariah Zaiso Reflexology Kelurahan Gunung 
Sulah Kecamatan Way Halim  Kota Bandar Lampung. 
B. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang 
baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimana pun tahap-tahap 
perkembangannya.
6
 Kerjasama adalah salah satu kegiatan muamalah yang 
berbasis tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu Islam mengatur seluruh tata kehidupan 
                                                     
4
 Kumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam,(Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 
2016),141. 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
(Jakarta Balai Pustaka, 2002), 872 
6





manusia termasuk muamalat yang di dalamnya menyinggung banyak 
persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya,
7
 termasuk dalam 
penetapan upah dalam melakukan kerjasama. 
Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan 
macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup 
Masyarakat,
8
 hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu: 
بَاَحة ِإَّلا َأن يَُدلا َدلِْيٌل َعَلى َتْحرِْيِمَها  اْْلَْصُل ِفْي اْلُمَعاَمََلِت اْْلِ




Berdasarkan kaidah di atas dijelaskan bahwa Islam memberikan 
kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya 
sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara‟. Hukum syariat bisa 
ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, 
selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara.
10
 Seperti penetapan upah 
tambahan waktu dalam pijat seluruh badan di panti pijat Zaiso Reflexology 
kerjasama pemilik dengan karyawan panti pijat syariah dalam menetapkan 
upah tambahan waktu bagi konsumen. Dalam praktik pijat seluruh badan 
selama 90 Menit dengan biaya Rp.80.000,- artinya pijat berlangsung selama 
1,5 jam dan ketika konsumen ingin meminta tambahan waktu 30 Menit biaya 
                                                     
7
 Kementerian Agama Republik Indonesia, 102. 
8
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153. 
9
 Ibid, 154. 
10
 Asyraf Muhammad Dawwabah, Meneladani KeunggulanBisnis Rasulullah (Semarang : 





yang harus di keluarkan Rp.40.000,- jumlah biaya pijat per 30 Menit 
setengah dari biaya pijat 90 Menit, terdapat biaya yang tidak cukup banyak 
selisihnya jika dibandingkan dari harga per menit, maka penetapan upah atas 
tambahan waktu pijat seluruh badan yang tidak adil bagi konsumen sangat 
bertentangan dengan aspek muamalah khususnya dalam Ijarah (upah-
mengupah), dalam penetapan upah sudah seharusnya kita berlaku adil 
sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak 
merugikan kepentingan sendiri. 
Allah Swt berfirman: 
ى ُكلُّ نَ ْفسٍ  ِت َواَّْلَْرَض بِاْلَحقِّ َولُِتْجزّٰ وّٰ مّٰ ُو السا ﴾۲۲﴿الجاثية :  ِبَما َكَسَبْت َوُىْم ََّل يُْظَلُمْونَ  ۢ  َوَخَلَق اللّّٰ  
“Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 
benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang 
dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (QS. Al-Jasiyah: 22) 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan langit dan bumi  
dengan tujuan yang Hak, yakni penuh hikmah dan aturan agar diberi balasan 
yang adil bagi setiap jiwa (manusia) sesuai dengan apa yang dia kerjakan. 
supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi 




Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah 
menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun 
buruh, supaya tercipta kesehjateraan sosial. Konsekuensi timbul dari adanya 
ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan 
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dan norma-norma yang telah ditetapkan. 
Sebagaimana Hadis yang berbunyi : 
َصَلى اللُ َعَلْيِو َوَسَلَم َمِن اْسَتْأَجَرَأْجراًفَ ْليُ ْعِلْمُو  أَِبى ُىَريْ َرَة واَِبى َساَعْداَْلُغْوَضاِري قَاَل َقاَل َرُسوُل اللِ َعْن 
12(عبدالرزاقَأْجَرُه )رواه   
“Dari Abu Hurairah dan Abu Sa‟id al-khudri Nabi Muhammad Saw 
besabda, barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” 
(H.R. Abdurrazaq). 
Upah seseorang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus 
dibayarkan tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakan menurut 
ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerja selesai 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
َرأْجَرُه قَ ْبَل َأْن  َرقُُو َيِجفا عَ َعْن َعْبِدالِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسْوُل الِل َصَلى اللُ َعَلْيِو َوَسَلَم  َأْعُطوااَْلِجي ْ
13)رواه ابن ما جو(  
“Dari Abdullah ibn Umar katanya : Rasulullah SAW bersabda, 
“berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn 
Majah). 
Maksud dari hadis ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah 
pekerjaanya selesai, karna menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan 




 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemah bulughul Maram, Cet. Ke-1, (Jakarta: 





yang mampu adalah suatu kezaliman.
14
 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menganggap hal 
ini layak untuk dibahas lebih dalam dan dikemas dalam bentuk karya tulis 
(skripsi) yang berjudul:   
Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Upah atas Tambahan Waktu 
dalam Pijat Seluruh Badan (Studi di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip 
Sumoharjo Kota Bandar Lampung) 
C. Fokus dan Subfokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini 
adalah “Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penetapan upah atas 
tambahan waktu dalam pijat syariah seluruh badan di Zaiso Reflexology“. 
Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai 
berikut: 
Adanya ketidak sesuaian praktik penetapan upah atas tambahan waktu 
dalam pijat seluruh badan di Zaiso Reflexology, hal ini sangat bertentangan 
dengan aspek muamalah. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana praktik penetapan upah atas tambahan waktu dalam pijat 
seluruh badan di Zaiso Reflexology Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan 
Wayhalim kota Bandar Lampung? 
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b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Upah 
atas tambahan waktu dalam pijat seluruh badan di Zaiso Reflexology 
kelurahan Gunung Sulah kecamatan Wayhalim kota Bandar Lampung? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui praktik Penetapan Upah atas tambahan waktu dalam 
pijat seluruh badan di Zaiso Reflexology kelurahan Gunung Sulah 
kecamatan Wayhalim kota Bandar Lampung 
2. Untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap Praktik Penetapan 
Upah atas tambahan waktu dalam pijat seluruh badan di Zaiso 
Reflexology kelurahan Gunung Sulah kecamatan Wayhalim kota Bandar 
Lampung. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis 
berikutnya,dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 
tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik penetapan upah atas 
tambahan waktu dalam pijat seluruh badan menurut hukum islam. 
2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 
seluruh masyarakat baik yang melakukan transaksi maupun tidak, dan 
dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh 
gelar Sarjana Hukum pada fakultas syari‟ah Universitas Islam Negeri 






G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha 
mengidetifikasi berbagai literature dan penelitian terdahulu yang masih 
relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini.  
Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, 
peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini 
masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa 
penelitian terdahulu tersebut yaitu: 
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan  Upah Dalam Pembayaran 
Listrik  (Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten 
Pesawaran). Oleh Septiana Tri Lestari. 
Penelitian yang dilakukan Septiana ini terfokus pada bagaimana 
penetapan upah dalam praktiknya ada petugas yang di tunjuk langsung 
oleh bapak lurah untuk bekerja sebagai penagih listrik. Petugas listrik 
tersebut di gaji perbulannya Rp. 700.000,- namun yang terjadi petugas 
tersebut tetap meminta uang upah kepada masyarakat dengan cara 
membulatkan besarnya tagihan listrik tersebut. Jika tagihan listrik disatu 
rumah sebesar Rp.36.000,- maka petugas meminta bayaran kepada 
masyarakat sebesar Rp.40.000,- dengan menetapkan uang upah sebesar 
Rp.4000,-. Jumlah tagihan yang tidak sama dalam setiap rumahnya maka 
penetapan upah yang ditetapkan oleh petugas dengan menggunakan 







 Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penetapan 
upah, namun perbedaannya adalah pada objek yang menjadi penelitian 
yaitu petugas penarik bayaran listrik. 
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional (Studi 
Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 
Pesawaran). Oleh Eduwar Wahyu. 
Penelitian yang dilakukan Eduwar ialah bagaimana pelaksanaan 
pemberian upah pada praktik pijat, pelaksanaan pengupahan yang 
dilakukan di desa Banjaran ialah kebanyakan tukang pijat di desa 
Banjaran tidak mematok harga. Pemberian upah yang dilakukan oleh 
pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (mu‟ajir) dan pihak 
kedua (musta‟jir) sebagai penerima upah, dalam hal ini mu‟ajir 
mendatangi musta‟jir untuk pijat, dan musta‟jir tidak memberi batasan 
upah yang harus dibayar oleh mu‟ajir, akan tetapi memberi upah dengan 
rasa ikhlas atau sukarela. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah 
satu pihak.
16
 Persamaan penelitian ini adalah pada objek tentang profesi 
pijat, namun perbedaannya pada masalah yang menjadi penelitian yaitu 
tarif  konsumen pijat tidak di patok. 
 
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Pengupahan Tukang Pijat di 
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Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Oleh 
Nana Hardiningtyas Widiningsih. 
Penelitian yang di lakukan Nana adalah bagaimana akad praktik   
pengupahan jasa tukang pijat di tinjau dari hukum islam dan untuk 
mengetahuai bentuk-bentuk pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan 
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, yang dimaksud adalah 
praktik pengupahan pemijatan akan dilihat secara normatif (norma 
ijarah). Penelitian ini menyimpulkan pertama, akad pengupahan tukang 
pijat, kedua , bentuk pengupahan di tempat tersebut adanya variasi 
pengupahan seperti bentuk barang dan uang. Pengupahan bentuk barang 
juga bervariasi: beras, gula, dan rokok. Upah dalam bentuk nominal juga 
bervariasi (berkisar antara Rp. 40.000,- s.d Rp 55.000,-).
17
 Persamaan 
penelitian ini adalah pada objek tentang pengupahan pijat, namun 
perbedaan pada masalah yang menjadi penelitian yaitu akad tukang pijat 
dan pengupahan yang bervariasi. 
4. Strategi Pemasaran Jasa Pijat Refleksi Griya Sehat Shiatsu Modern di 
Palangka Raya. Oleh Nilam Pratiwi Putri 
Penelitian yang dilakukan Putri adalah guna mengetahui strategi 
pemasaran jasa pijat refleksi yang diterapkan oleh Griya Sehat Shiatsu 
Modern dalam persfektif ekonomi islam. Persamaannya yaitu sama-
sama membahas tentang pijat refleksi namun perbedaanya pada objek 
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yang di teliti Putri meneliti terkait setrategi pemasaran pijat refleksi, 




H. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum 
tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, 
pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari 
peneltian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum 
pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan 
untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau 
pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan 
memperluas pengetahuan yang telah ada.
19
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field 
research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan 
atau kalangan.
20
 Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk 
memperoleh data atau informasi secara langsung dengan 
mendatangi subjek yang bersangkutan. 
b. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 
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bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau 
menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, 
keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses 
penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya 
menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami 
dengan apa adanya yang terjadi di lapangan. 
2. Sumber data penelitian 
a. Data primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 
dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada 
umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal 
ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat 
terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh 
dari lapangan atau di panti pijat syariah Zaiso Reflexology Urip 
Sumoharjo Kota Bandar Lampung, seperti data primer yang 
diperoleh dari hasil wawancara kepada responden. 
b. Data sekunder 
Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang 
informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. 
Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang 
berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang 
dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan 





buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang 
mendukung. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling 
penting, sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. 
Maka teknik pengumpulan data diperlukan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
a. Metode Observasi  
Metode Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data 
dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.
21
 
Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi 
lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara 
langsung kondisi yang terjadi di lapangan
22
 berkenaan dengan 
upah atas tambahan waktu pijat seluruh badan. 
b. Metode Interview (Wawancara) 
Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana 
peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. 
Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang 
dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data 
interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden 
yang terdiri dari Owner, Karyawan, Konsumen, serta pihak-pihak 
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yang dianggap tahu tentang penelitian ini. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan langkah mencari data mengenai hal-
hal atau variabel berdasarkan catatan, buku, poto.
23
 
4. Populasi Dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah  generalisasi yang terdiri atas objek  
atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
24
 Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek 
yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki 
subjek atau objek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 30 orang diantaranya adalah manajemen, karyawan, 
konsumen dan pihak terkait dalam pijat syariah Zaiso Reflexology 
di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Wayhalim Kota Bandar 
Lampung. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili 
populasi.
25
 Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang 
sifat sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan 
adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan 
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 Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah: 
1. 1 orang Owner  
2. Tukang pijat laki-laki sebanyak 3 orang 
3. Tukang pijat perempuan sebanyak 3 orang 
4. Pasien laki-laki sebanyak 3 orang 
5. Pasien perempuan sebanyak 3 orang 
5. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data atau 
angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus 
tertentu. Metode pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul 
baik berupa data primer maupun data sekunder langkah-langkah 
pengolahan data adalah sebagai berikurt: 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Editing data adalah pengecekan data pengoreksian data kembali 
data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang 
telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau releven untuk diproses 
atau diolah lebih lanjut.
26
 
b. Rekontruksi Data (Recontructioning) 
Recontructioning yaitu menyusun ulang data secara teratur, 
berurutan, logis sehingga dipahami dan diinterprestasikan.
27
 









c. Sistematisasi (Systematizing) 
Systematizing yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data 
yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai 
dengan klasifikasi data yang diperoleh.
28
 
6. Metode Analisis Data 
Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 
adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik 
kesimpulan. Dalam analisis data digunakan data kualitatif, karena data 
yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik 
kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis 
yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan 
gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara 
objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat 
deskriptif dan cenderung analisis. 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan secara global dalam penelitian ini terdiri dari 3 
bagian yakni: 
Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman 
persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 
persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel. 
Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang Pendahuluan. Bab 
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ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang 
masalah, identifkasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 
relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini 
dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan 
kepada bab selanjutnya. 
Bab II berisi tentang kajian teori tentang penetapan upah dalam hukum 
Islam. Dalam bab ini terdiri dari satu sub bab yakni penetapan upah dalam 
hukum islam terdiri dari pengertian upah, dasar hukum ijarah, rukun dan 
syarat Ijarah, macam-macam ijarah, sistem pengupahan dalam islam, 
perinsip-prinsip perjanjian, dan berakhirnya ijarah. 
Bab III dalam skripsi ini berisi tentang kondisi obyektif  pijat Syariah 
Zaiso Reflexology di Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung yang memuat 
tentang keadaan geografis, sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur 
perusahaan, dan profil perusahaan. 
Kemudian dilanjutkan bab IV tentang penetapan upah dalam hukum 
Islam. dalam  penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yakni Analisis 
praktik pembayaran upah dalam pijat seluruh badan, dan tinjauan hukum 
Islam terhadap praktik penetapan upah atas tambahan waktu dalam pijat 
syariah seluruh badan. 
Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu bab V yang berisi tentang 
penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. 




















A. Pengertian Upah 
Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata  َيَُجُر  -اََجر   (ajara-yajuru), 
yang berarti upah, makna dasarnya Al-ajru adalah pengganti, baik yang 
bersifat materi maupun immateri. Dapat disimpulkan bahwa Al-ajru berarti 




Dalam buku yang berjudul fiqh Syafi‟i yang ditulis oleh Idris Ahmad, 
dijelaskan bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau 
menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu mu‟jir dan musta‟jir 
(yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin 
Ahmad Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq 
menjelaskan makna ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, tanpa 




Secara terminologi, Ijarah adalah sebagai berikut:
31
 
1. Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas 
penggunaan manfaat suatu barang. 
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2. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, ijarah adalah transaksi 
atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu atau yang 
dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi 
atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. 
3. Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh 
Muhammad Syafi‟i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu 
sendiri 
4. Menurut fatwa DSN-MUI, ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang itu sendiri. 
5. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang 
dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran. 
6. Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, 
ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakil 
menyewakan hak suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa 
dan periode sewa yang disepakati.
32 
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7. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat 
dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.
33 
8. Pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain 
melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk 
untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang dilayani. 
Pada dasarnya, jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, 
dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan tersebut mungkin 
perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata.
34 
Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan 
sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut 
perjanjian. Upah juga sering di sebut dengan ijarah ala al-a‟mal ialah suatu 
akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.
35
 
Pada dasarnya ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak 
yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak,serta 
merupakan bentuk kegiatan sosial yang paling menolong antara sesama 
sesuai dengan ajaran agama.
36 
Berdasarkan pada beberapa pendapat, dapat memberikan pengertian dan 
pemahaman bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa 
uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balas jasa atau 
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bisa di sebut juga atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak 
majikan kepada pihak pekerja atau buruh. 
B. Dasar Hukum Pengupahan 
Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur‟an dan 
Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat 
digunakan. Al- Qur‟an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi 
pijakannya. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum 
Islam; 
1. Dasar hukum dalam Al-Quran 
a. Surat At-Taubah (9):105 
ُو َعَمَلُكْم َوَرُسْوُلو َهاَدِة  ۢ  َواْلُمْؤِمنُ ْونَ  ۢ   َوُقِل اْعَمُلْوا َفَسيَ َرى اللّّٰ ِلِم اْلغَْيِب َوالشا َوَستُ َردُّْوَن ِالّٰى عّٰ
 ﴾١ٓٔ : التوبةُسورَة  ﴿ ۢ  فَ يُ َنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلْونَ 
“Dan Katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan 
RasulNya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu 
itu, dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui 
akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan Nya kepada kamu 
apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah [9]: 105) 
Quraish Shihab menjelaskan Ayat ini dalam dalam kitabnya Tafsir 
Al-Misbah: “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan 
aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun 
untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan 

















b. Q.S. An-Nahl (16):97 
وًة طَيَِّبةً  ۢ  َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّْن ذََكٍر َاْو اُنْ ثّٰى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ ناو ُهْم َاْجَرُىْم  ۢ  َحيّٰ َولََنْجزِيَ ن ا
 بَِاْحَسِن َما َكانُ ْوا يَ ْعَمُلْونَ  ﴿ ُسورَة النحل : ٥٣﴾
“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. 
An-Nahl [16]:97) 
Quraish Shihab menjelaskan Ayat ini dalam kitabnya Tafsir Al-
Misbah: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis 
kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah 
mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan 
yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya 
masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya 
akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia  dan di 
akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat  ganda dari apa   
yang telah mereka kerjakan“. Tafsir dari balasan dalam keterangan 
diatas adalah balasan di dunia dan di akhirat.  Ayat ini menegaskan 
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bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah 





c. Q.S. Al-Ahqaf (46):19 
يَ ُهْم َاْعَماَلُهْم َوُىْم ََّل يُْظَلُمْونَ  ﴿ ُسورَة اْلحقاف : ٥ٔ﴾ ۢ   َولِيُ َوف ِّ ا َعِمُلْوا ٌت مِّما  َوِلُكلٍّ َدرَجّٰ
“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa 
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan 
amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.” (Q.S. Al-
Ahqaf [46]:19) 
Quraish Shihab menafsirkan Ayat ini dalam kitabnya Tafsir Al-
Misbah: “Masing-masing orang, Muslim dan kafir, akan mendapat 
kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Itu semua agar 
Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi 
balasan amal perbuatan mereka, tanpa dicurangi sedikit pun, karena 
mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya. 
d. Q.S. Al-Kahfi (18):30 
ۢ   ﴿ ُسورَة الكهف  ِت ِاناا ََّل ُنِضْيُع َاْجَر َمْن َاْحَسَن َعَمًَل  ِلحّٰ ِانا الاِذْيَن اَّٰمنُ ْوا َوَعِمُلوا الصّّٰ
:ٖٓ﴾  
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“Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, 
tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 
mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” (Q.S. Al-Kahfi 
[18]:30) 
Quraish Shihab menjelaskan Ayat ini dalam kitabnya Tafsir Al-
Misbah: “Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal saleh 
sesuai dengan tuntutan-tuntutan-Nya, tentulah kami sesuai dengan 
keagungan Kami tidak akan menyianyiakan pahala orang-orang yang 
baik amalnya. Ayat ini menegaskan balasan terhadap pekerjaan yang 
telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil. 
e. Q.S. Al-Qashash (28):26-27 
ىُهَما يّٰ  َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَّْلَِمْيُن َقاَل ِانِّيْ ۢ  اََبِت اْسَتْأِجْرُه ۢ  َقاَلْت ِاْحدّٰ ْيُد َاْن اُرِ  ۢ  ِانا َخي ْ
تَ ْيِن َعلّٰ  ِنَي ِحَججٍ ۢ  اُْنِكَحَك ِاْحَدى ابْ َنَتيا ىّٰ فَِاْن اَْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن  ۢ  ى َاْن تَْأُجَرِنْي ثَمّٰ
ِلِحْينَ  ﴿ ُسورَة  ُو ِمَن الصّّٰ ۢ   ِاْن َشاَۤء اللّّٰ ۢ   َسَتِجُدِنيْ  ۢ   اُرِْيُد َاْن َاُشقا َعَلْيكَ  ۢ   َوَما ِعْنِدكَ 
 القصص : ٢ٕ-٣ٕ﴾
“Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai 
ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya 
orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada 
kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia berkata, 
Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan 
salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan 













sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) 
darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah 
engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (Q.S. Al-
Qashash [28]:26-27) 
Quraish Shihab menjelaskan Ayat ini dalam kitabnya Tafsir Al-
Misbah Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai Ayah, 
pekerjakan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba 
piaraan kita dengan gaji! Sungguh, ia adalah orang yang paling baik 
yang engkau pekerjakan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat 
dipercaya." Syu'aib berkata kepada Musa, "Aku bermaksud 
mengawinkanmu dengan salah seorang putriku ini. Sebagai 
maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun. 
Tapi, jika kamu mau menggenapkannya mejadi sepuluh tahun dengan 
sukarela, maka itu baik saja. Tapi aku tidak mengharuskan dirimu 
memilih masa yang lebih panjang. Insya Allah kamu akan 
mendapatkan diriku sebagai orang yang saleh, yang baik dalam 
bermuamalat dan menepati janji." 
Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, maka upah dalam 
konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan 
akhirat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan 
kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan terhadap 
kehidupan dunia (dalam hal ini materi). 
2. Hadis Rasulullah tentang upah sebgai berikut 













َرأْجَرُه قَ ْبَل َأْن  َعْن َعْبِدالِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسْوُل الِل َصَلى اللُ َعَلْيِو َوَسَلَم  َأْعُطوااَْلِجي ْ
39َيِجفا َعَرُقُو )رواه ابن ما جو(  
“Dari Abdullah ibn Umar katanya : Rasulullah SAW 
bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 
keringatnya.” (HR. Ibn Majah). 
Maksud dari hadis ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja 
setelah pekerjaanya selesai, karna menunda pembayaran gaji 
pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.
40
 
b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 
اَم َأْجَرُه َعْن ِاْبُن َعَبا ِس أنا الَنِبيا  41)رواه البخا رىمسلن(َصَلى اللُ َعَلْيِو َوَسَلَم ِاحَتِجْم َواْعِط الُحجا  
 “Dari ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, 
berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada 
tukang bekam itu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). 
c. Hadis riwayat Bukhari 
نَا َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة َرِضَي اللاُو َعْنُو َعْن الناِبيِّ َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاَم َقاَل قَاَل اللاُو َثََلثٌَة أَ 
ْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة رَُجٌل َأْعَطى ِبي ثُما َغَدَر َورَُجٌل بَاَع ُحرًّا َفَأَكَل ثََمَنُو َورَُجٌل اْسَتْأَجَر َخْصُمهُ 
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42َأِجيًرا َفاْستَ ْوَفى ِمْنُو َوَلْم يُ ْعِط َأْجَرُه. )رواه البخاري(  
“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabdah: Allah 
ta‟ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh 
mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku 
lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah 
merdeka lalu memakan (uang dari)  harganya dan seseorang yang 
memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan 
pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.”(HR. Bukhari). 
Hadis ini menjelaskan tentang orang-orang yang menjadi 
musuh Allah pada hari kiamat diantaranya yaitu orang yang 
memperkerjakan seseorang tetapi dia tidak memberinya upah. 
d. Hadis riwayat Ibnu Majah 
َصَلى اللُ َعَلْيِو َوَسَلَم َمِن  أَِبى ُىَريْ َرَة واَِبى َساَعْداَْلُغْوَضاِري قَاَل َقاَل َرُسوُل اللِ َعْن 
43اْسَتْأَجَرَأْجراًفَ ْليُ ْعِلْمُو َأْجَرُه )رواه ابدْلّرّزق(  
“Dari Abu Hurairah dan Abu Sa‟id al-khudri Nabi Muhammad 
Saw besabda, barang siapa memperkerjakan pekerja, 
beritahukanlah upah.” (H.R. Abdurrazaq). 
Upah seseorang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk 
itu harus dibayarkan tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang 
dikerjakan. 
3. Dasar hukum Ijarah dalam Ijma‟ 
Selain dari ayat dan hadis sebagai dasar hukum, ijarah  diperbolehkan 
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berdasarkan kesepakatan ulamana atau ijma‟ sebab bermanfaat bagi 
manusia. Dengan di pertegas dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari 
Fiqh As-Sunnah bahwa landasan ijma ialah semua umat bersepakat, 
tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ijma ini, 
sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, 
tetapi hal itu tidak dianggap.
44
 
Dengan adanya ketiga landasan dasar hukum A-Qur‟an, As Sunnah, 
dan Ijma‟ sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hukum 
diperbolehkannya ijarah sangat kuat karena dasar hukum tersebut ialah 
sumber hukum utama dalam Islam. Jadi tidak ada lagi keraguan dalam 
menjalani transaksi ijarah dalam hukum Islam bila bernilai secara syar‟i 
dan tidak merugikan pekerja. 
C. Rukun dan syarat Upah 
1. Rukun Ijarah 
Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun ijarah adalah 
pihak yang menyewa (musta‟jir), pihak yang menyewakan (mu‟jir), ijab 
dan kabul (shighat), manfaat barang yang disewakan dan upah.
45
 Menurut 
ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul,  antara lain dengan 
menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti‟jar, al- iktira‟ dan al-ikra.
46
 
Adapun menurut jumhur ulama mengatakan rukun ijarah ada empat.
47
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a. Orang yang menyewa dan yang menyewakan (muta‟aqidan), 
masing- masing harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli dalam 
menjalankan akad, dan harus atas kehendaknya sendiri. Allah SWT 
berfirman: 
ۢ   َاْن َتُكْوَن ِتَجارًَة َعْن تَ َراٍض  َنُكْم بِاْلَباِطِل ِاَّلا  ۢ  ا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ ۢ  اَي َُّها الاِذْيَن اَّٰمنُ ْوا ََّل تَْأُكُلوْ  يّٰ 
َو َكاَن ِبُكْم رَِحْيًما﴿ ُسورَة النسآء: ٥ٕ﴾  ۢ   ِانا اللّّٰ ۢ  ا اَنْ ُفَسُكْم  ۢ   َوََّل تَ ْقتُ ُلوْ   مِّْنُكْم 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka 
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 
Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4]: 29) 
b. Ijab dan qabul (Shighat), yaitu harus ada kesepakatan ijab dan qabul 
dalam sewa-menyewa merupakan segala sesuatu, baik  perkataan 
atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan  kedua 
belah pihak. 
c. Imbalan. Syarat sahnya imbalan adalah imbalan sudah jelas dan 
harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. 
d. Adanya manfaat penyewaan (ma‟qud „alayh). Ma‟qud „alayh adalah 
manfaat barang atau benda yang menjadi objek ijarah dan 
pembayaran (uang) sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang 
atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa. 
2. Syarat Ijarah 
                                                                                                                                               













Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:
48
 
1) Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah, untuk kedua orang 
yang berakad menurut ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah, 
disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu bagi orang 
yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang 
gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) 
menurut mereka tidak sah akad ijarahnya. Akan tetapi ulama 
Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang berakad 
itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah 
mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Namun menurut 
mereka apabila anak yang belum mumayyiz melakukan akad ijarah 
atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari 
walinya. 
2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan 
sehingga mencegah terjadinya perselisihan. 
3) Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat 
dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan Syara‟. 
Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, 
maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan 
dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama 
manfaat ditangan penyewa. Jumhur fuqaha berkonsensus bahwa 
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tidak sah menyewakan barang yang dilarang karena barangnya, juga 
setiap manfaat yang dilarang oleh karena barangnya, juga setiap 
manfaat yang dilarang oleh Syara‟. 
4) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. 
5) Objek ijarah bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara 
langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak 
dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan 
dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: Apabila 
seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah 
tersebut dan langsung dapat menempati rumah itu. Bila rumah 
tersebut masih berada pada penguasaan tanga orang lain, maka 
akani jarah tersebut adalah batal. 
6) Objek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi 
penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat 
wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji 
menggantikan haji penyewa. 
7) Objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, 
seperti: Rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau 
pekerjaan. Akad ijarah tidak sah terhadap kasus menyewa sebatang 
pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa 













8) Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang 
mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau 
dengan menginformasikan ciri-cirinya. 
9) Fuqaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis 
dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh: Fulan menyewakan 
rumah kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah kepada 
Fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah 
yang secara garis besar adalah sama. 
Ketentuan yang berdasarkan syari‟at lebih didahulukan dari pada 
ketentuan yang berdasarkan syarat. Transaksi jual-beli 
mengutamakan syarat dan rukun jual-beli, hal ini lebih utama dari 
pada mendahulukan formalisme administrasi transaksi jual beli 
tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa memenuhi syarat 
dan rukun jual beli adalah berdasarkan nas, sedangkan formalisasi 
administrasi transaksi ijtihadi, meskipun kedua-duanya memiliki 
maslahat bagi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.
49
 
Syarat ijarah terbagi menjadi empat macam, sebagaimana 
syarat dalam jual beli, yaitu sebagai berikut:
50
 
1) Syarat Terjadinya Akad (Al-Inqad) 
Syarat in‟inqad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat 
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akad. Menurut ulama Hanafiyah, „aqid (orang yang melakukan 
akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyid, serta tidak 
disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang 
miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah 
bila telah diizinkan walinya. Sedangkan ulama Hanabilah dan 
Syafi‟iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, 
yaitu baligh dan berakal, jadi anak mumayyiz belum dapat 
dikategorikan ahli akad. 
2) Syarat Pelaksanaan Akad (An-Nafadz) 
Agar ijarah terlaksan, barang harus dimiliki oleh „aqid atau 
ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan 
demikian ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 
kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemikinya (ijarah al-fudhul) 
tidak dapat menjadikan adanya ijarah. 
3) Syarat Sah Ijarah 
Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan „aqid (orang 
yang berakad), ma‟aqud „alaih (barang yang menjadi objek 
akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs al- „aqad), yaitu: 
(a) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad. 
Ijarah dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur 
pertukaran  harta. Syarat ini berkaitan dengan „aqid. 













pada ma‟qud „alaih (barang) menghilangkan pertentangan 
diantara „aqid. Cara untuk mngetahui ma‟qud „alaih adalah 
dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 
menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau 
jasa seseorang. 
(c) Ma‟qud „alaih harus dapat memenuhi secara syara‟. 
(d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara‟. Para ulama 
sepakat melarang ijarah, baik benda atau orang untuk 
berbuat maksiat atau berbuat dosa. 
(e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan 
kepadanya. 
(f) Manfaat ma‟qud „alaih sesuai dengan keadaan yang umum. 
4) Syarat Lazim 
Syarat kelaziman terdapat dua hal, yaitu ma‟qud „alaih 
(barang) terhindar dari cacat dan tidak ada uzur yang dapat 
membatalkan akad. 
D. Macam-macam Upah 
Dari segi objeknya,akad al-ijarah dibagi menjadi dua macam
51
 : 
1. Ijarah yang bersifat manfaat 
Sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. 
Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara‟ 
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untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh 
dijadikan objek sewa-menyewa. 
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan 
Ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan 
suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini dibolehkan asalkan yang dikerjakan 
jelas pekerjaanya, seperti tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. 
Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang 
pembatu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau 
sekelompok yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, 
seperti tukang las, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah 
terhadap pekerjaan ini hukumnya boleh. 
52
 
Penjual jasa yang untuk kepentingan orang banyak, sepeti tukang 
jahit dan tukang kasur, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga 
kasur yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijaht penjahit itu 
rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi 
terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zulfar Ibn Huzaul, ulama 
Hanabilah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu 
bukan unsur kesengajaan dan kelalaian tukang kasur dan tukang jahit 
itu, maka ia tidak  di tuntut ganti rugi barang yang rusak itu. 
Ijarah Dilihat dari objek Ijarah berupa manfaat suatu benda maupun 
tenaga manusia Ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :
53
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a. Ijarah ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda 
yang bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda tersebut tanpa 
memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda 
bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, 
seperti sewah rumah. 
b. Ijarah amal, yakni ijarah terhadap perubahan atau tenaga manusia 
yang diistilahkan dengan upah mengupah, ijarah ini digunakan untuk 
memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa 
dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi istilah sewa biasanya digunakan 
dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam 
memanfaatkan tenaga”.
54
 Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah 
mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat 
suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu, dan ijarah 
juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu 
imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah. 
Upah mengupah atau ijarah ala al-a‟mal yakni jual beli 
jasa, biasanya berlaku dalam bebrapa hal seperti menjahit pakaian, 
membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah ala al-a‟mal terbagi dua 
yaitu:  
1) Ijarah khusus yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukum 
seorang yang berkerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang 
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yang telah memberinya upah. Dalam arti lain ijarah khusus ini 
mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai 




2) Ijarah musytarik, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu 
orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan 




Di dalam fiqh muamalah upah/ijarah dapat di klasifikasikan 
menjadi dua : 
(a) Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah 
yang sudah di sebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus 
disertai kerelaan belah pihak yang berakad. 
(b) Upah yang sepadan (ajrun misli) adalah upah yang sepadan 
dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaanya (propesi 
pekerja), jika ijarah kerjanya telah menyebutkan jasa (manfaat) 
dari pekerjaanya orang yang menentukan upah tersebut (ajrun 
misli) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau 
kemampuan untuk menentukan bukan standar yang di tentukan 
oleh negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, 
melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja 
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Adapun menurut Zaenal Asikin pembagian jenis-jenis upah 
adalah sebagai berikut :
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(a) Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara 
tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas 
pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. 
(b) Upah Nyata (Rill Wages) adalah uang nyata, yang benar-benar 
harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. 
(c) Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif 
cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang 
bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan 
sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan 
lain-lain. 
(d) Upah Wajar adalah upah yang secara relatif di nilai cukup 
wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-
jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar inilah yang 
diharapkan oleh para buruh, bukan upah hidup, mengingat 
upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberianya 
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karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum 
berkembang baik, belum kuat permodalannya.
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(e) Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan 
standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang 
sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. 
Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan 
ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan 
tujuan ditetapkannya upah minimum itu. Upah minimum 
terdiri menjadi beberapa bagian : 
(1) Upah minimum provinsi yaitu upah miniminum yang 
berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu Provinsi. 
(2) Upah minimum kabupaten/kota yaitu Upah minimum 
yang berlaku di kabupaten/kota. 
(3) Upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi), yaitu 
upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh 
kabupaten/kota di satu Provinsi. 
(4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMS 
kabupaten/kota), yaitu upah minimum yang berlaku 
secara sektoral di daerah kabupaten/kota. 
E. Sistem Pengupahan dalam Islam 
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Sistem Pengupahan Dalam Islam Upah dalam konsep syariah memiliki 
dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan 
upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat 
penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah terebut. Jika 
moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh kaena itu 
konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep 
moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi 
akhirat dapat tercapai. 
Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna 
bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional.  
Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan 
pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.
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Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah 
upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,
61
 kelas pekerja dan 
para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang 
majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja 
dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan 
dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap 
pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa 
adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua 
mahluk tercantum dalam surat Al-Baqarah[2]:279 
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﴾٣٥ٕة : ﴿ ُسورَة البقر  ََّل َتْظِلُمْوَن َوََّل ُتْظَلُمْونَ   
“Janganlah kamu menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-
Baqarah[2]:279) 
Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk 
bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi 
tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri 
sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak 
membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah 
dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud 
dengan penganiyaaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan 
industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan 
mereka. Oleh karena itu Al-Qur‟an memerintahkan kepada para majikan 
untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima 
sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan 
kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-
Qur‟an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari 
kemudia oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika 
dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip 
keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsiyah [45]:22:  














“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang 
benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan, dan 
mereka tidak dirugikan.” (Qs. Al Jaatsiyah [45]:22)  
Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi 
balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari 
apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat 
ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan 
apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan 
dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal 
itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjerlas bahwa 
upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya 
dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih 
dari apa yang telah dikerjakan. Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Surat 
Al Ahqaf [46]: 19 
َلُهْم َوُىْم ََّل يُْظَلُمونَ  ﴿ ُسورَة اَْلحقاف : ٥ٔ﴾ يَ ُهْم َأْعمَّٰ  َولِيُ َوف ِّ
“Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak 
dirugikan.” (Qs. Al Ahqaf [46]: 19) 
Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan meproduksi bahkan 
menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang 















 Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, 
dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (mua‟jjir) dengan orang 
yang mempekerjakan (musta‟jir). Berikut hal-hal yang terkait dengan 
kesepakatan kerja: 
1. Ketentuan kerja 
Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk 
dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus 
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.
63
 Jenis 
pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi 
ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya 
harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah 
kerjanya harus ditetapkan. 
2. Bentuk Kerja 
Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. 
Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang 
harus dilakukan seorang ajir. 
3. Waktu Kerja 
Dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu 
yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya 
pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja 
bagi ajir. 
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4. Gaji kerja 
Disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas dengan bukti 
dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah 
boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. 
Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 
a. Upah yang telah disebutkan (ajrul Musamma), yaitu upah yang telah 
disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan 
harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. 
b. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah 




Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik 
bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan 
barangbarang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga 
amal ibadah kepada Allah Swt. Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja 
adalah sebagai berikut:  
a. Kerja adalah hak buruh 
Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama 
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b. Kerja merupakan kewajiban 
Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh 
Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan 
dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa 
memelihara ketakwaan kepada Allah Swt  
c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah 
Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja 




d. Upah buruh wajib ditentukan dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, 
penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja. 
e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat 
Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti 
harus diberi bantuan oleh majikannya. 
f. Buruh wajib berniat ikhlas 
Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh 
Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil 
baik 
Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan 
akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan 
adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum 
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dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaiman upah yang diterima oleh 
pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran 
upah, serta waktu pembayaran upah. 
Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan 
ditetapkan melalui negosiasasi antara pekerja majikan, dan Negara. Dalam 
pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan 
majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab 
negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar 
tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja 
juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian 
sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menetapkan terlebih 
dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari 
pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak 
akan jatuh. Tingkat minimum ini swaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk 
melakukan penyesuain berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. 
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a. Tingkat Upah Minimum 
Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi 
yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan 
terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk 
melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, 
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sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah 
minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk 
makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan 
memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-
kebutuhan pokok disebutkan dalam surat Thahaa[20]: 118-119 
﴾٥ٔٔ-٤ٔٔ﴿ ُسورَة طو :  َوأَناَك ََّل َتْظَمأُ ِفيَها َوََّل َتْضَحى ِإنا َلَك َأَّلا َتُجوَع ِفيَها َوََّل تَ ْعَرى   
“Sesungguhnya, ada (jaminan) untuk mu disana, engkau tidak 
akan kelaparan dan tidak akan telanjang, Dan sungguh, disana engkau  
tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” (Qs. 
Thahaa[20]:118-119 ) 
Kata “Tadzmau” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat 
mendesak; kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “Tadzmau” 
tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga 
terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan 
pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab Negara 
Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau 




Ayat ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup untuk 
menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut ta‟aruf hidup 
pada saat itu. dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah 
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minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh dibawah tingkat upah 
minimum dalam suatu masyarakat. 
b. Upah Tertinggi 
Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang 
ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga 
tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang 
ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Sebagaimana 
diketahaui betapa pentingnya bagi mereka yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh 
karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui 
batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam 
Firman Allah Swt., yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan 
gambaranya tentang batas upah tertinggi, yaitu: 
ى ْنَساِن ِاَّلا َما َسعّٰ ﴾٥ٖ:  ﴿ ُسورَة النجمۢ  َوَاْن لاْيَس ِلَْلِ  
 “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 
diusahakannya” (Qs. An-Najm[27]: 39) 
Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja 
dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka tuntut dari para 
majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu 
tenaga kerja mereka. 
c. Tingkatan upah yang sesungguhnya 













upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi 
hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi 
tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. 
Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari 
undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan 
dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.
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F. Berakhinya Akad Ijarah 
Para ulama berbeda pendapat dalam menetukan upah bagi ajir, apabila 
barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafiiyah dan 
Hanabilah, apabila ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di 
hadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada 
ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya apabila barang tersebut ada di 
tangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka ajir tidak 
berhak atas upahnya.
70 
Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafiiyah. Hana saja 
pendapat mereka diperinci sebagai berikut: 
1. Apabila barang ada ditangan ajir maka terdapat dua kemungkinan: 
a. Apabila pekerjaan ajir sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, 
seperti jahitan, maka upah harus segera dibayarkan dengan 
menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jika barang rusak 
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ditangan ajir maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang 
tidak dilakukan. 
b. Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan hasilnya pada barang yang 
dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaannya selesai 
dilaksanakan, walaupun barang tidak samapai diserahkan kepada 
pemiliknya. Hal itu karena  imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, 
yang telah selesai dikerjakan oleh pekerja. Apabila pekerjannya tidak 
selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja, maka dia berhak 
menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. 
Sebagai contoh seseorang yang bekerja untuk merenovasi kamar di 
rumahnya, dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja dari 
rumahnya yaitu kamarnya, setelah seseorang itu sudah selesai dengan 
pekerjannya, maka orang tesebut berhak menuntut upah atas pekerjaan 
yang dilakukan. 
2. Akad ijarah akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut: 46 
a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut 
pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah 
satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah. 
tersebut dikarenakan akad ijarah merupakan akad yang lazim, seperti 
halnyua jual beli dimana musta‟jir memiliki manfaat atas barang yang 
disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa 













b. Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah 
adalah akad mu‟awadhah (tukar-menukar) harta dengan harta sehingga 
memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (iqalah). 
c. Telah selesai masa sewa, kecuali adanya udzur. Misalnya, sewa tanah 
untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman beluum 
bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belom selesai. 
3. Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan 
adanya fasakh pada salah satu pihak, karena Ijarah merupakan akad  
pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah 
akan fasakh apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 
a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. 
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang atapnya bocor 
dan sebagainya. 
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahitkan. 
d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 
ditentukan dan selesainya pekerjaan. 
e. Menurut Hanafiyah boleh fasakh Ijarah dari salah satu pihak, seperti 
yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 
mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.
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f. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan 
meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak 
memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, 
ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan. 
g. Pembatalan akad. 
h. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.72 Menurut Ulama Hanafiyah, 
apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan 
disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad Al-Ijarah 
batal. Udzur-udzur yang dapat membatalkan akad Al-Ijarah itu, 
menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan 
berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk 
menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk 
desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur Ulama, uzur  
yang boleh membatalkan akad Al-Ijarah itu hanyalah apabila 
objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad Al- 
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